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PUTUSAN

Nomor 6525/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tigaraksa  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat,  NIK  xxxxxxxxxxxxxxxx,  lahir  di  Kibang,  29  Januari

1990,  umur  31  tahun, agama Islam, pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  pekerjaan

Karyawan  Swasta  sebagai  Operator,  tempat

tinggal  di  Kontrakan  x,  Kabupaten  Tangerang,

Provinsi  Banten  (xxxxxxxxxxxxxxxxx).  No.  Tlp:

xxxxxxxxxxxxxx. 

Sebagai “Penggugat”;

melawan

Tergugat, lahir di Jakarta, 08 Maret 1993, umur 28 tahun, agama

Islam, pendidikan  Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

pekerjaan Karyawan  Swasta  sebagai  Operator,

semula  bertempat  tinggal di  Kp.  x,  Kabupaten

Tangerang, Provinsi Banten, namun saat ini tidak

diketahui  lagi  alamat  dan  tempat  tinggalnya

dengan jelas dan pasti  baik  di  wilayah Republik

Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib). 

Sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  14

Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Tigaraksa  Nomor  6525/Pdt.G/2021/PA.Tgrs  tanggal  14  Desember

2021mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  adalah  isteri  sah  dari  Tergugat  yang  telah

melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015,

yang  dicatat  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama  (KUA)  Kecamatan  Pasar  Kemis,  Kabupaten  Tangerang,

Provinsi  Banten,  sebagaimana  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

xxxxxxxxxx tertanggal 16 November 2020;

2. Bahwa  setelah  perkawinan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat  tinggal  terakhir  di  Kp.  x,  Kabupaten  Tangerang,  Provinsi

Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

melakukan hubungan suami isteri (ba’da dukhul), dan telah dikaruniai

1  (satu)  orang anak yang bernama:  xxxxxxxxxxx,  laki-laki,  lahir  di

Tangerang, 08 Oktober 2015;

4. Bahwa semula  kehidupan  rumah tangga  antara  Penggugat dengan

Tergugat berjalan dengan harmonis, namun  sejak bulan Maret 2015

keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi

perselisihan dan percekcokan, disebabkan: 

4.1. Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukkan;

4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain

yang bernama Diah Kumalasari, hal ini diketahui langsung oleh

Pengugat;

4.3. Tergugat  memiliki  sifat  tempramental  yang  berlebihan,  seperti

melempar barang saat sedang emosi;

4.4. Tergugat  sering  melakukan kekerasan fisik  kepada  Penggugat,

seperti memukul, menjambak, dan mendorong;

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat

dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 26 Agustus 2019 yang
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mana  Tergugat  pergi  meninggalkan  kediaman  bersama  terakhir.

Sampai  saat  ini  Tergugat  tidak  diketahui  alamatnya  yang  jelas  dan

pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian

Penggugat  mencari  keberadaan  Tergugat,  namun  Penggugat  tetap

tidak mengetahui  keberadaan Tergugat  sampai  sekarang dan untuk

menguatkan  gugatannya  Penggugat  melampirkan  Surat  Keterangan

Ghoib  Nomor:  xxxxxxxxxxxxx  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa

Pasar  Kemis,  Kecamatan  Pasar  Kemis,  Kabupaten  Tangerang,

Provinsi Banten, tertanggal 13 Desember 2021;

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat  merasa tidak sanggup lagi

untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah

rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir karenanya Penggugat

berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat

adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP

No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Tigaraksa  cq. Majelis Hakim  segera memeriksa dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (xxxxxxxxxxxxxx)

terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan  Penggugat  hadir

di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak datang ke persidangan dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa

alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut,

sedang  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut  tidak  disebabkan  suatu

alasan yang sah;

Bahwa  mediasi  terhadap  perkara  tersebut  sebagaimana  diatur

dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016 tidak dapat dilakukan karena  Tergugat  tidak hadir di persidangan,

namun Majelis  Hakim telah  menasehati  Penggugat  agar  bersabar  dan

mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  namun  tidak

berhasil,  selanjutnya  dibacakan  gugatan  Penggugat,  yang  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  NIK  xxxxxxxxxxxxatas

nama Penggugat  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten

Tangerang,  tertanggal  20  November  2017,  bukti  surat  tersebut

telah  di-nazegelen  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua  Majelis  diberi  kode  P.1  dan

diparaf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, atas

nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Pasar  Kemis,  Kabupaten

Tangerang,  Provinsi  Banten,  tanggal  16  November  2020,  bukti

surat  tersebut  telah  di-nazegelen  dan  telah  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode

P.2 dan diparaf; 
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3. Fotokopi  Surat  Keterangan Nomor  xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan

oleh  Kepala  Desa  Pasar  Kemis,  Kecamatan  Pasar  Kemis,

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 13 Desember

2021,  bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti  dan

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi  tanda P.3

dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxx,  identitas lengkap seperti  tersebut  dalam berita

acara  sidang,  di  bawah  sumpah  telah  memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat; 

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri,  menikah

pada tahun 2015;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang

anak;

 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015, Penggugat dan

Tergugat sering bertengkar;

 Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena

Tergugat  memiliki  hubungan  khusus  dengan  wanita  lain

bernama Diah Kumalasari, selain itu Tergugat suka berjudi dan

mabuk-mabukan;

 Bahwa saat ini  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah sejak

bulan Agustus 2019, yang mana Tergugat pergi meninggalkan

kediaman bersama;

 Bahwa saat  ini  Tergugat  tidak  diketahui  lagi  alamatnya  yang

jelas;

 Bahwa  saksi  sudah menasehati  Penggugat,  namun  tidak

berhasil;

2.  xxxxxxxxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara

sidang, di  bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :
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− Bahwa, saksi adalah teman Penggugat; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tahun 2015;

− Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  1  (satu)  orang

anak;

− Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis  hanya  selama  2  bulan,  setelah  itu  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  lagi,  karena  sering

terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

− Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena

Tergugat  suka  judi  dan  mabuk-mabukan,  selain  itu  Tergugat

memiliki  hubungan  khusus  dengan  wanita  lain,  saksi  pernah

melihat mereka karena saksi satu tempat kerja dengan Tergugat;

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2, 5 tahun

lebih hingga sekarang, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman

bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;

− Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang

diajukan  lagi,  dan  telah  memberikan  kesimpulan  yang  pada  pokoknya

menyatakan tetap kepada gugatannya sebagaimana tersebut dalam surat

gugatan, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara

sidang,  maka  untuk  menyingkat  uraian  putusan  ini  berita  acara

pemeriksaan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dengan putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

ditetapkan,  Penggugat  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh

orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  meskipun  telah  dilakukan
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pemanggilan  secara  resmi  dan  patut  dan  ketidak  hadirannya  tidak

ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1)

HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat

dilakukan  karena  Tergugat  tidak  datang  menghadap  sidang,  namun

majelis  hakim  tetap  memberikan  nasehat  kepada  Penggugat  agar

bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1)

HIR,  jo.  Pasal  82  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi

tidak berhasil; 

 Menimbang,  bahwa perkara  a quo adalah gugatan cerai  yang

diajukan  oleh  Penggugat  yang  dahulu  menikah  secara  Islam  dan

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai

asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  secara  absolut  menjadi

kewenangan  peradilan  agama  dan  sesuai  Pasal  73  ayat  (1)  undang-

undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Tigaraksa; 

Menimbang, bahwa pada asasnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1)

HIR, dalil-dalil  gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan

tidak  hadirnya  Tergugat  (verstek),  namun  pasal  tersebut  menegaskan

bahwa putusan verstek  hanya dapat  diterapkan,  jika dalil-dalil  itu  tidak

melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai

dalil-dalil  itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan

alat-alat  bukti,  lagi  pula  perkara  a  quo adalah  mengenai  perceraian,

sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim

sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu

mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; 
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut,

pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadiran

Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan

yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus

mengatur  tentang perceraian,  sedangkan alasan/alasan-alasan itu  baru

dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim

memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah

fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Anwar,  Juz II, halaman 55 yang diambil

alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : 

بالبينة       اثباته جاز اوغيبة اوتوار تعززبتعزز  فان

Artinya : “Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib

maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti

yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2

dan  P.3,  serta  2  (dua)  orang  saksi,  masing-masing  bernama  :

xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas

Penggugat,  bukti  tersebut  telah  cocok  dengan  aslinya  dan  bermeterai

cukup,  maka  sesuai  Pasal  1888  KUH  Perdata  dan  Pasal  3  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2020  tentang  Bea  Meterai  bernilai

sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

sebagai  subjek hukum yang memiliki  legal  standing dalam mengajukan

perkara a quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan

duplikat  akta nikah atas  nama Penggugat  dan Tergugat,  bukti  tersebut

telah  cocok dengan aslinya  dan bermeterai  cukup,  maka sesuai  Pasal

1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun

2020  tentang  Bea  Meterai  bernilai  sebagai  alat  bukti,  bukti  tersebut

menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

oleh  karenanya  secara  hukum  dinyatakan  terbukti  bahwa  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  memiliki  hubungan  hukum,  terikat  dalam
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perkawinan  yang  sah,  dan  karenanya  pula  gugatan  perceraian  telah

memiliki dasar hukum; 

Menimbang,  bahwa bukti  P.3  (Fotokopi  Surat  Keterangan),  yang

merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok

dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan

Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun

2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Surat

Keterangan  Ghaib,  yang  merupakan  bukti  surat  lainnya  yang  tidak

dibantah  sehingga  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan

mengikat sehingga dapat dipertimbangkan vide Pasal 1870 Kitab Undang-

Undang  Hukum  Perdata  jo.  Pasal  165  Reglemen  Indonesia  yang

dibaharui  (HIR/RIB).  Berdasarkan bukti  a  quo,  terbukti  bahwa Tergugat

tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan di persidangan, terdiri dari

saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan

bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145

ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai

Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar

keterangannya; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  yang  diajukan

Penggugat  di  persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat  dan

didengar  sendiri  sebagaimana  Pasal  171  ayat  (1)  HIR  dan  bukan

pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR,

oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.1,  P.2,  serta  keterangan

para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah

menikah pada tanggal 29 Januari 2015;

 Bahwa  dari  perkawinan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan

harmonis,  namun  sejak  sekitar  bulan  Maret  2015  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  rukun  lagi,  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat

karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, selain

itu Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan;

 Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus

2019  atau  selama  lebih  kurang  2  tahun  8  bulan  sampai  dengan

sekarang,  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dengan  tidak

diketahui keberadaannya;

 Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaiakan dan menasehati

para pihak, namun tidak berhasil;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  maka

Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  benar-benar sudah tidak harmonis,  dan sudah tidak mungkin

lagi  untuk  dirukunkan dalam suatu  rumah tangga karena pertengkaran

demi  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi

sedemikian rupa dan  terus menerus yang kemudian berujung dengan

pisah  rumah/tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 atau selama lebih

kurang  2  tahun  8  bulan  sampai  dengan  sekarang,  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang,  bahwa  gugatan  perceraian  dengan  alasan

perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf

(f)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975,  jo  Pasal  116 huruf  (f)

Kompilasi  Hukum  Islam,  tidak  selalu  harus  diartikan  secara  sempit

sebagai  perselisihan dan pertengkaran secara  fisik  atau  cekcok mulut,

tetapi  pasal-pasal  tersebut  dapat  diartikan  secara  lebih  luas  dengan

melihat  fakta/kejadian  yang  menunjukkan  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun; 
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Menimbang,  bahwa  isteri  yang  sering  bercerita  dan  mengeluh

kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam

rumah  tangganya,  kemudian  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat

dengan tidak diketahui keberadaannya dan selama itu antara Penggugat

dengan  Tergugat  sudah  tidak  melakukan  hubungan  sebagaimana

layaknya  suami  istri,  pihak  keluarga  telah  berupaya

merukunkan/menasehati  Penggugat  dan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak

berhasil,  telah  cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara  suami

isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan; 

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perselisihan  dan  pertengkaran

dinyatakan terbukti  dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun

lagi  sebagai  suami  isteri,  meskipun  pihak  keluarga  telah  berupaya

merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa

sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena

sudah  tidak  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan  itu  sendiri,  membentuk

keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah

sebagaimana ditegaskan dalam Al  Qur'an Surat  Ar  Ruum ayat  21 dan

Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  tahun 1974,  oleh  karenanya sesuai

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf

(f)  Peraturan Pemerintah  Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum  Islam,  terdapat  cukup  alasan  untuk  mengabulkan

gugatan perceraian a quo;

Menimbang,   bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,

Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat

telah  pecah (broken marriage),  dimana ikatan batin  kedua belah pihak

sulit  dipersatukan  dan  apabila  perkawinan  semacam  ini  tetap

dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih

besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk

membentuk rumah  tangga  yang  bahagia,   tenteram,  kekal,   dan damai

(sakinah mawaddah wa rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi
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Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi

sebagai berikut:

أزواجا        أنفسكم من لكم خلق أن أياته ومن

إن       ورحمة مودة بينكم وجعل إليها في   لتسكنوا

يتفكرون    لقوم ليات ذلك
Artinya  :  ”Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya

kamu  cenderung  dan  merasa  tentram  kepadanya,  dan

dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  sayang.  Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma

hukum  Islam  yang  diambil  alih  menjadi  pendapat  Majelis  Hakim  yang

terdapat dalam Kitab :

1. Fiqh  Sunnah,  Juz  II,  halaman  189,  karangan  Sayid  Sabiq,  yang

berbunyi :

ل        بما بها الزوج اضرار الزوجة ادعت اذا

امثالهما      بين العشرة دوام معه يستطاع

و        التفريق القاضى من تطلب ان لها يجوز

ثبت       اذا بائنة طلقة القاضى يطلقها حينئذ

بينهما     الصلح عن وعجز الضرر
Artinya:  "Jika  isteri  menda'wa  suaminya  telah  memberikan

kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya

tidak  bisa  dipertahankan,  isteri  boleh  menuntut  cerai

kepada  pengadilan,  dalam  hal  ini  jika  telah  terbukti

madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam

kondisi  seperti  itu,  hakim boleh  menceraikan  isteri  dari

suaminya  dengan  talaq  satu  ba'in  jika  kemadaratan  itu
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betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan

keduanya";

2. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz I, halaman 83 :

حين      الطلق نظام السلم اختار وقد

فيها       ينفع يعد ولم الزوجين الحياة تضطرب

الزوج       الربطة تصبح وحيث صلح ول نلئح

ان        معناه الستمرار لن روح غير من صورة

المؤبد      بااسجن الزوجين احد على يحكم

العدالة    باه تا  وهذا

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga

sudah  dianggap  goncang  serta  dianggap  sudah  tidak

bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami

isteri  menjadi  tanpa  ruh  (hampa),  sebab  meneruskan

perkawinan  berarti  menghukum  salah  satu  suami  isteri

dengan  penjara  yang  berkepanjangan.  Ini  adalah  aniaya

yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

3. Tuhfah, Juz I, halaman 164 yang berbunyi :

بينة       عليه كانت ان جائز الغائب  القضاءعلى
Artinya : “Memutus perkara  orang ghaib itu boleh jika ada bukti-

bukti”;

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah  pula memenuhi

norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas,  maka gugatan Penggugat  a quo telah  beralasan dan

tidak  melawan  hukum,  sehingga  gugatan  Penggugat  untuk  bercerai

dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

bain shughra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor  3  tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat  dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  Bain  Sughra  Tergugat

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Tigaraksa  pada  hari  Rabu  20  April  2022  Masehi,  bertepatan

dengan tanggal 19  Ramadhan 1443  Hijriah, oleh kami  Mursyida, S.Ag.,

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Ali, S.H. dan H. Samsul Fadli,

S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

oleh  Ketua  Pengadilan  Agama  tersebut  dengan  Penetapan  Nomor

6525/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal  14 Desember 2021,  putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

pada hari  itu juga  didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu

oleh Jupri  Suwarno, S.Ag.,  S.Pd.I.,  M.H.,  sebagai  Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mursyida, S.Ag., M.H
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Usman Ali, S.H H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ……………………. Rp  30.000,00

2. Biaya Proses …………………………. Rp  75.000,00

3. Biaya Panggilan ………………………  Rp 450.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan ………………  Rp  20.000,00

5. Biaya Redaksi ……………………….… Rp  10.000,00

6. Biaya Meterai ……………………. …… Rp  10.000,00

_______________________________________________ 

J u m l a h ….……………………………..   Rp 595.000,00

            (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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